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ABSTRAK

Sepintas, perlindungan asuransi yang diberikan sangat terbatas hanya kerugian nyata
semata. Namun jika ditelusuri lebih saksama, tidaklah demikian. Oleh karena itu, pengertian
asuransi perlu ditafsirkan secara luas, yaitu bukan hanya berlaku untuk kerugian materil semata, akan
tetapi juga untuk kerugian immateril. Dengan kata lain rumusan asuransi yang mencakup asuransi
ganti rugi dan asuransi sejumlah uang. Manfaat dari perjanjian akin diberikan yang bergantung
kepada peristiwa yang belum tentu akan terjadi atau belum pasti akan terjadi. Pada saat terjadinya
peristiwa tersebut, tertanggung mempunyai kepentingan materil dan immateril. Terjadinya
peristiwa tersebut tertanggung mengalami kerugian. Unsur peristiwa yang belum tentu terjadi.
Peristiwa yang belum tentu terjadi inilah yang menjadi dasar mengapa asuransi dikualifikasikan
sebagai perjanjian untung-untungan. Singkatnya perjanjian digantungkan kepada peristiwa
yang belum tentu terjadi. Kerugian yang timbul dalam perjanjian asuransi haruslah kerugian
yang ditimbulkan oleh peristiwa yang belum tentu terjadi. Apabila seseorang tertanggung
menuntut ganti kerugian terhadap penanggung, maka kerugian yang dideritanya haruslah
ditimbulkan oleh peristiwa yang belum tentu terjadi tersebut. Unsur peristiwa yang belum
terjadi ini mempunyai sifat subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan sifat subjektif, ialah
bahwa meskipun peristiwa sudah ada pada waktu perjanjian asuransi dibuat, tapi perjanjian
tetap sah, asalkan kedua pihak pada waktu itu belum tahu telah terjadi peristiwa itu. Hal ini
dijelaskan dalam Pasal 269 KURD sebagai berikut: Setiap pertanggungan yang dilakukan atas
sesuatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap many pertanggungan
itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian, adalah batal, apabila si
tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan
pertanggungan itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi.

Kata kunci : Dampak Hukum, Asuransi, Kevalidan Data Nasabah



ABSTRACT

At first glance, the law given is very limited only. But if traced more closely, of course.
Therefore, the definition of insurance should be interpreted broadly, ie not only apply to material
loss alone, will also for the loss of immateril. In other words. The benefits of an accord are given
which depend on events that will not necessarily happen or will not happen. At the time of the
incident, the insured has a material and immaterial interest. The occurrence of the event is
insured. An event element that is not necessarily the case. Events that are not necessarily the
basis on which insurance is qualified as a covenant agreement. In short the agreement is hung on
an event that does not yet exist. Losses incurred in the loss insurance agreement incurred by
events that have never happened. If an insured person takes indemnification against the insurer,
then the losses suffered are suspected by events that do not necessarily occur. Elements of events
that have occurred has a subjective and objective nature. What is meant by the subjective nature,
there is already existing at the time of the insurance agreement, but still, as long as both parties at
that time did not know ever happened that event. This is explained in Article 269 KURD as
follows: Any sum insured, which is of interest to any of the many liabilities held, already present
at the conclusion of the agreement, is void, the insured's suit or the person with or without the
power that has been held, there will surely be a loss just now

Keywords: Legal Impact, Insurance, Client's Data Validity
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KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian asuransi yang harus dilakukan dalam penutupan perjanjaina asuransi
diawali dengan pengajuan permohonan SPPA yaitu Surat Permohonan Penutupan Asuransi
yang berupa pengisian formulir aplikasi penutupan asuransi berdasarkan keabsahan data dari
pemohon (calon tertanggung) berupa data pribadi, objek yang diasuransikan, data-data
pertanggungan (jumlah, jangka waktu dan kondisi pertanggungan). Yang telah sesuai dengan
Pasal 255 KUHD, Pasal 256 KUHD, Pasal 287 KUHD.

2. Perlindungan Hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Asuransi di Indonesia.
Tertanggung yang terlibat dalam Perjanjian Asuransi di Indonesia, telah memperoleh
perlindungan hukum dalam hal: menerima polis, mendapatkan ganti rugi bila terjadi
peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis. Hal ini sesuai dengan Pasal 259

KUHD, Pasal 260 KUHD, Pasal 271 pasal 283 KUHD, Pasal 289 KUHD.
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